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KEWENANGAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS  OLEH 
MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN DEWAN KEHORMATAN NOTAR IS 
 
Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris 
mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain 
di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris 
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang 
dianalisis secara kualitatif.Untuk memperkuat penelitian ini maka dilakukan 
wawancara dengan pihak terkait. Analisi data terhadap data sekunder dilakukan 
secara deduktif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) batasan 
kewenangan penanganan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris 
terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Notaris merupakan amanat Undang-undang 
Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa 
menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan 
pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas, yang bersifat preventif 
dan kuratif lagi. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris.  2) 
Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas 
Notaris dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Jakarta 
Utara berupa : a) Teguran; b) Peringatan; c) Schorsing (pemecatan sementara) 
dari keanggotaan Perkumpulan; d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan 
Perkumpulan; dan e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan 
Perkumpulan. Namun sanksi tersebut di atas termasuk sanksi pemecatan yang 
diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran koder etik bukanlah 
berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan   pemecatan dari keanggotaan 
Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah 
terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat 
akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris, sehingga sanksi 
tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi notaris yang melakukan 
pelanggaran kode etik.  
 










HANDLING AUTHORITY CODE OF ETHICS VIOLATIONS BY NOT ARY 
NOTARY SUPERVISORY COUNCIL AND NOTARY BOARD OF HONO R 
 
Supervision of the Deed will be needed in terms of grandeur and dignity 
notary ignore or duties of office or violation of general rules or made other 
mistakes in the conduct of his office as a notary. 
The method used in this research is empirical juridical approach by 
examining primary data and secondary data are analyzed in this study reinforce 
kualitatif.Untuk then conducted interviews with relevant parties. Data analysis of 
secondary data conducted deductively.  
Based on the results of this research is that: 1) limits the authority of the 
handling by the Honor Council and the Council of Trustees Deed for violation of 
the Code by the notary a mandate Notary Law, particularly Article 67 Paragraph 
(1) and (2) which states that the minister in charge of supervising notaries and in 
carrying out its oversight minister formed a panel of inspectors, preventive and 
curative again. As for the surveillance conducted by the Honorary Board is related 
to the violation of the Code of Ethics Professional Notary Public. 2) The 
implementation of sanctions and the Council's Honorary Board of Trustees to bind 
to the Notary Public Notary who violates the code of ethics in North Jakarta in the 
form of: a) reprimand; b) Warning; c) Schorsing (temporary removal) of the Society 
membership; d) Onzetting (dismissal) of Society membership, and e) Termination 
with no respect from the Society membership. However, the above sanctions 
including dismissal sanction given to the notary who violate ethical koder not a 
form of dismissal from office of a notary, but the dismissal of the Indonesian 
Notaries Association membership so that even if a notary in question have been 
proved to have violated the code of ethics, a notary public is still able to make the 
deed and run other authority as a notary, so that these penalties seem to have 
less binding power for the notary who violate the code of ethics. 
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A. Latar Belakang  
Berkembangnya kehidupan perekonomian dan sosial budaya 
masyarakat, maka kebutuhan Notaris makin dirasakan perlu dalam kehidupan 
masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sebagai suatu 
fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh 
nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen 
menjadi kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses 
hukum.  
Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan 
pengayom masyarakat, sehingga hukum pedu dibangun secara terencana 
agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berialan secara 
serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum 
mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum. 1  
Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang 
semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini 
disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk 
hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk 
itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada 
                                                 
1 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, (Jakarta : Raja 
Grafindo Persada, 1993), hlml. 1 
Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai 
yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam 
peningkatan perkembangan hukum nasional.  
Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan 
Notaris yang berkualitas baik ilmu, moral, iman, maupun taqwa serta 
menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan 
jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan 
pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat 
penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk 
memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat 
banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang 
telah diperbuat oleh Notaris. 
Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang 
jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindarkan klaim atas informasi 
yang menyesatkan (misrepresentation) dari lawan berkontrak yang merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi misleading. Notaris 
bertanggung jawab memastikan info yang didapat dengan maksud di satu 
pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang misrepresentation, agar 
jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang menyesatkan (misleading). 
Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, 
khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alai bukti, 
maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satu-
satunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan 
perpanjangan tangan pemerintah. 
Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang 
memberi kepercayaan kepada Notaris. Untuk membuat akta otentik, mengenai 
perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat 
mendatangi seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena akta 
otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.  
Peraturan yang berlaku bagi Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah memberikan jaminan kepada 
masyarakat bahwasanya seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan 
jabatannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat, selain itu juga sebagai 
pejabat Umum yang harus bertanggung jawab  terhadap pembuatan akta yang 
dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris. 
Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, jika hal itu akan 
mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka 
perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan akan 
memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.2 Akta Notaris, adalah 
alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (volledig) dalam bidang hukum 
perdata, demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan 
                                                 
2  Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, (Bandung : Sinar Bandung, 1985), hlm. 
31.  
Notaris. Hal ini berarti, bahwa dengan adanya akta tersebut, tidak diperlukan 
lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain. 
Tugas Notaris, adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para 
pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu 
akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan 
masyarakat, oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum 
yang luas, agar dapat meletakkan  kewajiban para pihak secara proporsional, 
sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan.  
Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada 
suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena 
hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-akta maupun pemeliharaan 
protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu 
sebagai alas bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari 
keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, 
sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, harus didukung oleh suatu 
itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya tersebut, 
adakalanya Notaris melakukan kesalahan,  misalnya : kesalahan mengenai 
ketidakwenangan Notaris dalam membuat akta otentik, yang berakibat 
hilangnya otensitas akta yang dibuatnya, atau kekuatan pembuktian akta 
tersebut tidak lagi sebagai alat bukti yang lengkap/sempurna, di antara dan 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan menjadi akta/surat di bawah 
tangan, karena akta dibuat di luar wilayah kerjanya sebagai Notaris.  
Kesalahan ini dapat terjadi, karena berasal dari Notaris itu sendiri yang 
biasa disebut kesalahan profesi (beroepsfout), sehingga mengakibatkan 
Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akibat hilangnya otensitas akta yang 
dibuatnya tersebut ke Pengadilan Negeri, di mana Notaris yang bersangkutan 
berpraktek. 
Sebagai konsekwensi yang logis, maka seiring dengan adanya 
tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya 
pengawasan dan pembinaan yang terus menerus, agar tugas Notaris selalu 
sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat 
terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. 
Oleh karena yang menjadi tugas pokok pengawasan adalah segala hak 
dan kewenangan, maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam 
menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar 
yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur hukum yang telah 
ditentukan, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, demi terjaminnya 
perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
Dengan demikian, perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus 
menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, baik 
yang bersifat preventif dan kuratif, terhadap pelaksanaan tugas Notaris. 
Mekanisme tersebut dijalankan atas dasar Undang-undang Jabatan Notaris 
dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis 
Pengawas. 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas 
pengawasan terhadap Notaris merupakan tugas dari Pengadilan yang 
dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, 
sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan 
Negeri. Pengadilan Negeri sebagai aparat pelaksana pengawasan terhadap 
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, tentunya mempunyai 
dampak yang positif dalam menciptakan Notaris yang memiliki kredibilitas yang 
tinggi.  
Dalam kegiatan sehari-hari, Notaris diawasi oleh suatu lembaga 
pengawasan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, yang dilakukan 
oleh Hakim di mana wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada. Namun 
mengingat tantangan di bidang pengawasan cukup berat dan didukung pula 
dengan jumlah Notaris yang sudah sedemikian banyak, maka sudah waktunya 
untuk memikirkan mengenai pemberdayaan pengawasan Notaris saat ini. 
Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas 
dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris adalah Menteri. Ketentuan tersebut 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 
Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, 
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara 
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tanggal 7 Desember 2004. 
Adapun susunan anggota Majelis Pengawas Notaris tersebut, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 adalah sebagai berikut : 
1. Birokasi Pemerintah sebanyak 3 ( tiga ) orang; 
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 ( tiga ) orang; 
3. Akademisi sebanyak 3 ( tiga ) orang ; 
Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis 
Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, 
yang dalam hal ini masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang 
berbeda.  
Sebagai seorang pejabat umum notaris harus dan wajib memahami dan 
mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal 
ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan 
jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Disamping hal tersebut 
notaris harus senantiasa berprilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik 
profesi notaris.  
Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya 
memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan 
penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan 
kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh 
karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, 
berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan 
menegakkan kode etik Notaris. 
Menurut etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” yang 
berarti memiiiki watak kesusilaan atau beradat.3 Etika adalah refleksi kritis, 
metodis, dan sistematis tentang tingkahlaku manusia sejauh berkaitan dengan 
norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.4 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1998, Etika diberikan tiga arti yang cukup 
lengkap, yaitu; 
1. ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban 
moral (akhlak); 
2. kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;nilai mengenai 
benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum.5 
 
Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat 
dirumuskan pengertian etika, yaitu : 
1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya; 
2. etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral; 
3. etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.6 
 
                                                 
3 Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, (Semarang : Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, 1996), hlm. 7. 
4 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius, (Jakarta : Storia Grafika, 2001), 
hlm. 11. 
5 Ibid. hlm. 12 
6 K. Bertens, Etika, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 5-6. 
 
Meskipun suatu profesi dijalankan tidak semata-mata berdasarkan uang, 
namun adanya suatu penghargaan (honorarium) mutlak diperlukan sebagai 
salah satu unsur dari profesionalisme. Dalam UUJN mengenai honorarium 
notaris diatur dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa notaris berhak menerima 
honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. 
Pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan ketentuan mengenai 
honorarium yang diterima oleh Notaris adalah adanya Notaris yang bersedia 
menurunkan honorariumnya demi memperoleh klien, hal tersebut juga terjadi di 
wilayah Jakarta Utara. Sebagai kota besar dengan jumlah notaris yang sangat 
banyak, maka sering terjadi pelanggaran berkaitan dengan tarif atau honorarium 
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJN. Honorarium yang dimaksud adalah 
honorarium standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi atas pembuatan 
suatu akta. Misalnya : honorarium standar untuk melegalisasi Surat di bawah 
tangan adalah Rp. 250.000,- sedangkan Notaris X memasang honorarium Rp. 
100.000,- sedangkan Notaris Z mematok honorarium Rp. 90.000,-. 
Hal ini akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat yang pada 
akhirnya berdampak pada hubungan antara notaries itu sendiri. Besarnya 
honorarium pada umumnya dipengaruhi oleh pengalaman (lama kariernya 
sebagai Notaris) dan faktor keuntungan yang diperolehnya, tetapi ada juga 
Notaris yang benar-benar menerima honorarium jauh di bawah standar hanya 
karena untuk memenuhi keberlangsungan kantor Notaris, seperti membayar gaji 
pegawai dan biaya administrasi lainnya. Hal ini tentu sangat mengganggu 
kualitas seorang Notaris dilihat dari perilakunya.  
Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat 
dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada 
keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai 
perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui 
Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan 
pengawasan atas pelaksanaan kode etik.  
Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris 
mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan 
lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Untuk itu penulis 
tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan fokus kajian tentang 
“Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Notari s Oleh Dewan 
Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris”. 
 
B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang 
menjadi pokok permasalahan adalah :  
1. Bagaimanakah kewenangan penanganan oleh Dewan kehormatan dan 
Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Notaris ?  
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan 
dan Majelis Pengawas Notaris dapat mengikat terhadap Notaris yang 
melanggar kode etik di Jakarta Utara ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui kewenangan penanganan oleh Dewan Kehormatan dan 
Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Notaris; 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan 
dan Majelis Pengawas Notaris dapat mengikat terhadap Notaris yang 
melanggar kode etik di Jakarta Utara. 
 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis.  
a. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdatayang 
terkait dengan bidang kenotariatan di Indonesia. 
b. Secara Praktis  
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yangsangat 
berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan 
terhadap notaris dalam menjalankan profesinya. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
Perkembangan sosial yang cepat, mengakibatkan pula perkembangan 
hubungan-hubungan hukum di masyarakat, maka peranan Notaris menjadi 
sangat kompleks dan seringkali sangat berbeda dengan ketentuan yang 
berlaku. Dengan demikian kiranya sulit untuk mendefinisikan secara lengkap 
tugas dan pekerjaan Notaris.7 Walaupun demikian, seperti yang telah 
diuraikan, pada intinya tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan 
otentik hubungan-hubungan hukum antara parapihak yang secara mufakat 
meminta jasa Notaris. Dari tugas utama Notaris tersebut, maka dapat 
dikatakan Notaris mempunyai tugas yang berat karena harus memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. 
Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun 
sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan 
untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib 
sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.8 
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Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat 
manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka 
pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; 
tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran 
obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. 
Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan 
sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran 
penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian 
sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatankepercayaan, 
maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.9 
Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-
mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk 
kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.10 Secara pribadi Notaris 
bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena 
pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk 
perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan 
masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang 
menjalankan tugas jabatannya. 
Notaris sebagai pejabat umum merupakan jabatan kepercayaan yang 
oleh Negara diserahkan kepadanya, sebagaimana terdapat dalam rumusan 
                                                                                                                                                    
Bigraf Publishing, 1994), hlm. 4 
9 Ibid, hlm. 5. 
10 Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, (Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 
2006), hlm. 40.  
Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menetapkan bahwa 
Notaris adalah pejabat umum dan mempunyai kewenangan untuk membuat 
akta pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, 
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan. 
Ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah 
suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.  
Kata pembinaan diletakkan di depan dimaksudkan agar mempunyai 
fungsi sebagai lembaga pengawasan.11 Dengan demikian fungsi pembinaan ini 
didahulukan dari pada fungsi pengawasan, tentunya ada makna yang ingin 
disampaikan oleh pembentuk Undang-undang Jabatan Notaris kepada para 
Notaris khususnya dan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris 
pada umumnya. 
Fungsi pembinaan ini, lebih didahulukan atau diutamakan daripada 
fungsi pengawasan hal ini dikarenakan terkait dengan kedudukan Notaris 
sebagai jabatan atau profesi jabatan yang mulia (offum nobile), yang oleh 
karena itu diharapkan seorang Notaris harus mampu menjaga kehormatan, 
martabat dan tanggung jawab sebagai jabatan yang mulia tersebut. 
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Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi, yaitu Notaris selalu 
diingatkan untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan baik yang berupa 
kode etik Notaris maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengawasan kepada Notaris 
ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa mematuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila 
seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. 
Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian 
sementara, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.  
Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi 
notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggak 
tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah 
tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Hal ini 
berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinnya 
notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya 
akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku 
bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya 
organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati judicial review di 
Mahkamah Konstitusi. 
Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan 
arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki 
agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain 
harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus 
bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi 
(Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya 
hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat 
jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari 
keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris.  
Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang 
diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris 
bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan 
kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta 
keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang 
notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan 
mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama 
orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir. 
Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figur 
masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang 
tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain.  
Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, 
kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat 
positif bagi masyarakat akan tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan 
penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi 
masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan 
pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan 
tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun 
mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan 
pelaksanaan jabatan Notaris. 
Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh 
Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notarisnya, dimaksudkan oleh 
anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia kenotariatan. Adanya 
anggota Majelis Pengawas dari unsur Notaris merupakan pengawasan 
internal, artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris 
baik secara teoritis maupun secara praktis. Sedangkan unsur lainnya 
merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan 
masyarakat.  
Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat 
memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga 
setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan 
para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari 
Undang-undang Jabatan Notaris, karena diawasi secara internal dan eksternal. 
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan 
pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk 
menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan 
pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. 
Pengawasan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat 
preventif dan kuratif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses 
pembinaan, sedangkan besifat kuratif mengandung makna melakukan 
penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila 
terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris 
dan Kode Etik Notaris. 
 
F. Metode Penelitian  
Suatu penelitian telah dimulai, apabila seseorang berusaha untuk 
memecahkan suatu masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan 
teknik-teknik tertentu, yakni yang ilmiah. Dengan demikian, maka suatu 
kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisis serta mengadakan 
konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini, 
penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkanilmu pengetahuan, 
baik dari segi teoritis maupun praktis.12  
Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran 
dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka 
mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.    
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1. Metode Pendekatan 
Berpijak pada tujuan penelitian, penulisan dalam tesis ini termasuk 
pada penelitian hukum yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap 
identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.13 
Permasalahan yang diteliti mencakup bidang yuridis, yaitu peraturan-
peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tugas 
pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas dan Dewan 
Kehormatan. 
2. Spesifikasi Penelitian  
Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian 
Deskriptif Analitis. Deskriptif penelitian ini, terbatas pada usaha 
mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana 
adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil 
penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang 
keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Sedangkan istilah analitis 
mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan 
data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.14  
Penelitian terhadap teori dan praktek, adalah untuk memperoleh 
gambaran tentang penerapan suatu teori di dalam masyarakat. Spesifikasi 
penelitian yang bersifat analitis bertujuan, melukiskan kenyataan-kenyataan 
yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi 
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pokok permasalahan. 
3. Sumber dan Jenis Data 
Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung 
dengan data sekunder. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam 
penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut : 
a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat 
lainnya.15 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 
kepustakaan.16 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Teknik Pengumpulan Data ini menggunakan penelitian 
lapangan dan studi kepustakaan. 
a. Penelitian lapangan artinya : 
Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap 
para pihak yang berkompeten  melalui Wawancara/Interview, untuk 
memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang 
diwawancarai.17  
Berkaitan dengan penelitian lapangan, maka wawancara dilakukan 
terhadap : 
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1) Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara ; 
2) Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jakarta Utara; 
3) Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jakarta 
Utara. 
b. Studi Kepustakaan artinya pengumpulan data-data yang diperoleh 
melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. 
Studi Kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Studi 
Kepustakaan tersebut untuk selanjutnya  merupakan landasan teori 
dalam mengadakan penelitian lapangan serta pembahasan dan analisa 
data. 
Studi Kepustakaan dalam penelitian ini meliputi  :  
1. Bahan hukum  primer  yang berupa ketentuan perundang-undangan, 
antara lain : 
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata; 
b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 
c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 
Pengawas; 
d) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 
M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Majelis Pengawas Notaris; 
e) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Pol. B/1056/V/2006, 
Nomor : 01/MoU/PP-INI/V/2006, tanggal 5 Mei 2006; 
f) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). 
 2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-
undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang 
diteliti.18 
5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode 
ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau 
pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan 
menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk 
memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.19 Terdapat 
banyak alasan yang sahih mengapa metode ini dipilih, salah satunya 
karena penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif, dapat 
digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena 
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yang sedikit diketahui, metode ini juga dapat memberi rincian yang 
kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. 
Untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif ini, maka peneliti 
mempergunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan 
disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk 
mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam 
upaya pembinaan dan pengawasanterhadap Notaris, untuk selanjutnya 
















A. Tinjauan Umum Notaris  
1. Pengertian Notaris 
Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat 
umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan 
lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini”. Dalam penjelasan 
umumnya dinyatakan pula bahwa Akta Otentik yang dimaksud merupakan 
Akta Otentik sejauh pembuatan Akta Otentik tertentu tidak dikhususkan 
bagi pejabat umum lainnya. Notaris adalah pejabat umum sebagaimana 
yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan : 
“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana 
akta itu dibuatnya”. 
 
Undang-undang tentang Jabatan Notaris (disebut juga UUJN) 
merupakan penyempurnaan Undang-undang peninggalan jaman kolonial 
dan unifikasi sebagian besar Undang-undang yang mengatur mengenai 
kenotarisan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum 
dan kebutuhan masyarakat. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara pengertian Notaris menurut UUJN maupun pengertian Notaris 
menurut Peraturan Jabatan Notaris. 
Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia 
(Ord.Stbl. 1860 No. 3, mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) bahwa : 
“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk 
membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh 
yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu 
Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya 
dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya 
sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga 
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” 
 
Dengan memperhatikan beberapa Pasal dari beberapa peraturan 
perundang-undangan yang melegitimasikan keberadaan Notaris sebagai 
Pejabat Umum, dan melihat tugas dan pekerjaan Notaris yang antara lain 
adalah memberikan pelayanan publik (pelayanan pada masyarakat) untuk 
membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan 
pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat / 
akta-akta yang dibuat di bawah tangan.  
Notaris juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-
undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan, serta pengangkatan dan 
pemberhentian seorang Notaris yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal 
ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang 
bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan), maka 
persyaratan Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat oleh Pemerintah 
dengan tugas kewenangan memberikan pelayanan publik di bidang 
tertentu, terpenuhi oleh Jabatan Notaris. 
Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu saja tidak 
boleh melanggar sumpah jabatannya, peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan Kode Etik profesi. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, 
seperti yang sempat diuraikan di atas, bahwa aturan yang berlaku saat ini 
adalah peraturan khusus yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) 
sebagai pengganti dari Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement/1860 
Nomor 3). 
2. Hak dan Kewajiban Notaris 
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat 
akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang 
Jabatan Notaris. Dimana akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki 
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak bagi para pihak yang 
membuat perjanjian, terutama apabila terjadi sengketa sehingga dapat 
menciptakan kepastian hukum.  
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan 
dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering 
kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak 
menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan 
minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris 
dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan 
tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti 
pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh 
para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta 
tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan 
wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik 
seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta 
maupun waktu dibuatnya akta. 
Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan 
akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga 
menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris 
diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan 
tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. 
a. Kewenangan Notaris 
Secara epistimologis, yang dimaksud Hak adalah “kekuasaan 
untuk berbuat sesuatu”.20 Kewenangan notaris yang dimaksud disini 
adalah karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan 
sebagainya. 
                                                 
20 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Bahasa Indonesia,edisi lux, Cetakan kedelapan. 
(Semarang, Widya Karya, 2009), hlm 161 
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, Kewenangan 
Notaris adalah sebagai berikut :21 
1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh 
peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh 
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan 
grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-
undang. 
2) Notaris berwenang pula : 
a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 
b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar 
dalam buku khusus;  
c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa 
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 
digambarkan dalam surat yang bersangkutan; 
d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat    
aslinya; 
                                                 
21 Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Jakarta : Durat 
Bahagia, 2005), hlm 66-67 
e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 
akta; 
f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan 
g) membuat akta risalah lelang. 
3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), 
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Selain itu juga diatur mengenai hak Ingkar Pasal 16 ayat (1) huruf 
e Undang-undang Jabatan Notaris adalah hak untuk tidak berbicara 
sekaligus merupakan kewajiban untuk tidak berbicara. Pengecualian 
dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu kewajiban 
dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dikecualikan terhadap mereka karena pekerjaan, harkat dan 
martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia 
jabatan. 
Namun hak ingkar ini dengan berlakunya Pasal 66 Undang-
undang Jabatan Notaris tidak lagi memberikan hak ingkar yang 
absolute, karena dengan berlakunya Pasal 66 UUJN, Notaris tetap 
dapat dan wajib memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya 
mengenai akta-akta yang pernah dibuatnya dengan persetujuan dari 
Majelis Pengawas Daerah selaku lembaga yang berwenang didalam 
memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris. 
b. Kewajiban Notaris 
Secara epistimologis, yang dimaksud kewajiban adalah “sesuatu 
yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan”.22 Sesuai ketentuan 
didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 Undang-undang 
Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib untuk mempunyai tempat 
kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan 
kantor dan menyimpan aktanya di tempat-tempat kedudukan yang 
ditunjuk baginya. Selain itu, seorang Notaris wajib membuat daftar surat 
wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 
kepada yang berkepentingan. Kewajiban Notaris lainnya adalah 
memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan diluar 
perkawinan yang dilakukan dihadapan mereka kepada Balai Harta 
Peninggalan. 
Notaris juga wajib mencatat akta-akta dibawah tangan yang 
disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari 
repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat 
dihadapannya selama tahun yang lampau. Sesuai ketentuan Pasal 15 
ayat (2) huruf a dan b UUJN jika selama tahun yang lampau tidak ada 
pembuatan akta oleh Notaris maka Notaris yang bersangkutan dalam 
jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan 
mengenai hal tersebut. 
                                                 
22 Suharso dan Ana Retnoningsih, Op. Cit, hlm 161 
Selain dari itu Notaris juga wajib memberikan bantuan secara 
cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan dan yang 
bersangkutan menyatakan ketidakmampuannya menurut cara yang 
disebutkan didalam Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris yang 
menyebutkan: Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang 
kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. 
 
B. Tinjauan Umum Majelis Pengawas Notaris 
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris 
Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu 
badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (1) 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan 
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan 
Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas 
Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban 
untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam 
menjalankan jabatan profesinya sebagai Pejabat Umum yang senantiasa  
meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat 
memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima 
jasa Notaris dan masyarakat luas. 
Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, kemudian menurut Pasal 1 
ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan 
Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis 
Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 
kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap 
Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota. 
2. Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris 
Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu: 
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 
c. Ahli Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. 
Menurut Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.HT.03.10-
05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris: 
a. Pada Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, 
keanggotaannya terdiri dari:  
1) Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah 
Kabupaten/ Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan 
bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan; 
2) Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan 
oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat; 
3) Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari fakultas 
hukum universitas negeri/ swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum 
setempat. 
b. Pada Nomor 7.2 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, 
keanggotaannya terdiri atas: 
1) Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang 
berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia setempat; 
2) Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh 
Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat; 
3) Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari Fakultas 
Hukum Universitas Negeri/ Swasta atau perguruan tinggi Ilmu 
Hukum setempat. 
3. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris 
Menurut ketentuan Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) 
dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu: 
a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di Kota atau 
Kabupaten; 
b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
C. Tinjauan Umum Kode Etik Profesi  
Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi 
anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia 
yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum 
juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. 
Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam 
hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu 
ada keserasian.  
Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya 
harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, 
tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang 
etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran 
berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme 
dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, 
mengabdi kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika 
sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam 
mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada. 
1. Pengertian Etika Profesi Notaris 
Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika profesi adalah:23 
Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu 
profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan 
praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung 
jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, 
yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan 
yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan 
penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang 
lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik. 
 
Ada dua konsep etika profesi hukum yang saat ini cukup 
mendominasi dalam menghadapi modernisasi atau proses pergeseran dari 
hukum ‘klasik’ menuju hukum ‘modern’ seperti telah penulis ungkapkan di 
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atas tadi. Kebetulan, dua konsep tersebut lahir dari ahli-ahli teori hukum di 
Amerika. Meski begitu, bukan berarti dua konsep ini memiliki pandangan 
yang sejalan. Justru sebaliknya, masing-masing konsep dimaksud justru 
telah memilih dua kutub berseberangan dalam menghadapi modernisasi. 24 
Konsep yang pertama adalah konsep yang diutarakan oleh Anthony 
Kronman dalam bukunya The Lost Lawyer (1993). Kronman 
menggambarkan seorang profesional hukum yang ideal sebagai seorang 
lawyer statesman. Profesional hukum tersebut harus memiliki tiga elemen 
pokok berikut ini: kecakapan teknis yuridis, sifat yang terpuji, serta 
kebijaksanaan yang membumi (phronesis). Dilihat dari karakter-karakter 
tersebut, profesional hukum yang ideal di mata Kronman, tak lain dari 
profesional hukum yang lahir di tengah budaya hukum ‘klasik’. Memang itu 
yang dimaksudkan Kronman, yaitu nostalgia pada figur phronimos atau 
‘sang bijak’ ala Aristoteles. 25 
Selanjutnya konsep kedua menurut Posner, profesi hukum tak lain 
dari sebuah kartel atau sindikat yang berusaha melindungi anggotanya dari 
pengaruh eksternal, yaitu pengaruh pasar dan regulasi pemerintah, serta 
pengaruh internal, yaitu persaingan antar sesama mereka. Seorang 
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Utrecht. 
25 A.M. Hol dan M.A. Loth dalam “Iudex mediator; naar een herwardering van de juridische 
professie”, Nederlands Tijdschrijft voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2001/1, hlm. 9-57. 
profesional hukum yang ideal adalah seorang sociaal engineer.26 Dia harus 
lebih terorientasi pada penelitian empiris, sebagaimana ilmuwan-ilmuwan 
pada umumnya, serta harus lepas dari kemampuan yuridis ‘klasik’ yang 
menitikberatkan pada interpretasi teks dan argumentasi praktis. 
Setelah melihat dua konsep ideal tersebut, tentu kita berpikir bahwa 
modernisasi telah membawa kita pada satu kondisi yang dilematis. Ibarat 
makan buah simalakama, apabila kita ikuti konsep nostalgia Kronman, 
telah terbukti bahwa ‘sang bijak’ belum tentu bijak, sedang apabila kita ikuti 
konsep teknokrasi Posner kita akan jatuh ke dalam pragmatisme yang 
bukan tidak mungkin membuat hukum rimba kembali berlaku (mungkin 
bukan lagi berupa kekuatan okol atau kekuasaan, namun berupa kekuatan 
kapital).  
Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti 
pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda"," sandi", dan 
sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat 
dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan 
dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri. 
Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang 
bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang 
tidak dapat dipaksakan. 
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2. Pengertian Kode Etik Notaris 
Berbicara masalah etika adalah berbicara tentang "daerah abu-abu" 
yang bisa dengan mudah dipahami kemudian dilaksanakan atau 
dikesampingkan kemudian dilanggar. Mengapa? Karena etika sampai 
kapanpun berbicara lebih mengenai hati daripada logika. Bahkan ada yang 
menyebut etika menyentuh unsur paling hakiki dari diri manusia yakni 
nurani (soul). Seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada seriap 
manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tanpa adanya etika, 
manusia tidak akan menjadi mahkluk mulia yang memberi keberkatan pada 
seluruh alam. 
Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk 
yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati 
nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab 
pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik 
ataukah tidak baik, etis ataukah tidak etis. Sedangkan integritas adalah 
kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa 
dipengaruhi oleh apapun.27 Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan 
moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia 
secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai 
pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada 
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hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik 
Notaris. 
Secara definisi formal, Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan 
kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan 
Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan 
maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik 
dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. 
Menurut ketentuan Pasal 1 Ketentuan Umum Kode Etik Notaris 
Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud dengan Kode Etik adalah: 
“seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan 
Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" 
berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang 
ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib 
ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua 
orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk 
didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan 
Notaris Pengganti Khusus”. 
 
Pengertian Kode Etik dijelaskan bahwa:28 
 
“Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral 
atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar 
kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para 
anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam 
mempraktekkannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris 
adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan 
notaris baik selaku pribadi maupunpejabat umum yang diangkat 
pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya 
dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup 
baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun 
Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari 
Reglement op het Notaris.” 
                                                 
28 Liliana Tedjosaputro, Op. Cit, hlm. 10 
 
Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, 
larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti 
seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam Kode Etik Notaris 
juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara 
sebagai anggota INI. 
 
 
D. Tinjauan Umum Dewan Kehormatan Ikatan Notaris In donesia  
Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, 
perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan 
merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. 
Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang 
terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda 
Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, 
berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi 
anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan 
masa jabatan kepengurusan. 
Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas 
pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada 
pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:29 
a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota 
dalam menjunjung tinggi Kode Etik; 
b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan 
                                                 
29 Anonim, Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia, Pustaka. (Yogyakarta 
: Yustisia, 2006), hlm. 123. 
Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat 
secara langsung; 
c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas 
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris. 
 
Pengawasanan atas pelaksaanaan Kode Etik dilakukan dengan cara 
sebagai berikut :30 
a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan 
Dewan Kehormatan Daerah; 
b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan 
Dewan Kehormatan Wilayah; 
c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan 
Dewan Kehormatan Pusat.  
 
1. Dewan Kehormatan Daerah  
Untuk tingkatan pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai 
Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah 
Ikatan Notaris Indonesia. 
Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 
diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. 
Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah 
anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa 
mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa 
kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, 
terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris. 
Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan 
                                                 
30 Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.1) tentang Kode Etik 
masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan 
Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih 
kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh 
merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, 
Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, 
jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan 
Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan 
Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya 
berkurang. 
Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom 
di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban 
untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam 
pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di 
daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan 
kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk : 
a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya 
dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi 
(corpsgeest) kepada Pengurus Daerah; 
b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 
secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang 
melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai 
dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; 
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 
Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus 
Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan 
Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian 
sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang melakukan 
pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan 
kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan 
pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan 
Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat. 
Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas 
prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari 
seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang 
meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah 
menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima 
pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk 
memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan 
kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. 
Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota 
yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan 
Daerah. 
Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan 
keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. 
Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding 
ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib 
memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, 
Pengurus Wiiayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan 
Dewan Kehormatan Pusat. 
Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 
Kehormatan Daerah harus : 
a. Tetap manghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan; 
b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan; 
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 
Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Kehormatan 
Dewan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Daerah 
diwqiibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Wilayah dan 
memberitahukannya kepada anggota yang dan kepada Pengurus Daerah, 
Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat. 
2. Dewan Kehormatan Wilayah  
Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan 
Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 
Indonesia. 
Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya 
seorang ketua, seorang wakii ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat 
diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota 
biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun 
dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati 
peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
berdedikasi tinggi, ber asa dan loyal Berta mempunyai rasa kepedulian 
yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wiiayah tertentu, 
konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi 
Notaris dan mantan Notaris. 
Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan 
masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan 
Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih 
kembali. 
Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh 
merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, 
Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika 
selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan 
Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan 
Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya 
berkurang. 
Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat 
otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah 
mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan 
melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik 
oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing. Dalam rangka 
menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah 
berwenang untuk: 
a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya 
dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi 
(corpsgeest) kepada Pengurus Wilayah; 
b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 
secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang 
melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai 
dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; 
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus 
Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat; 
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan 
Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) dari anggota 
perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. 
Dalarn menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan 
Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, 
Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan 
Kehormatan Daerah. 
Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas 
prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari 
seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang 
meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah 
menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima 
pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk 
memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan 
kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. 
Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota 
yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan 
Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan 
keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. 
Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding 
ke Dewan Kehormatan Pusat. 
Selanjutnya Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan 
tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus 
Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan 
Daerah. 
Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 
Kehormatan Wilayah harus: 
a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang 
bersangkutan; 
b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan; 
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 
Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan 
Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan 
Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan 
Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang 
bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, 
Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. 
Berikutnya Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, 
Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan 
Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan 
sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan 
Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut 
Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus 
Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah. 
3. Dewan Kehormatan Pusat  
Untuk tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai 
Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 
Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang; anggota, dengan 
susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. 
Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah 
anggota biasa yang telah meRjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 
sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa 
mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa 
kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh konggres. 
Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas 
pelaksaanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama 
dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan 
Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. 
Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap 
anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, 
Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa 
jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal tedadi jumlah anggota 
Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka 
Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah 
anggotanya berkurang. 
Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom 
di dalam mengambil keputusan-keputusan. Dewan Kehormatan Pusat 
mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan 
melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik 
oleh anggota perkumpulan. 
Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan 
Kehormatan Pusat berwenang untuk : 
a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan 
dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi 
(corpsgeest) kepada Pengurus Pusat; 
b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan 
secara langsung kepada para, anggota yang melakukan pelanggaran 
atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau 
bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; 
c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, 
Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan 
Dewan Kehormatan Daerah; 
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian 
sementara (schorsing) dari anggota perkumpulan yang melakukan 
pelanggaran terhadap Kode Etik; 
e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. 
Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan 
Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus 
Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan 
Kehormatan Daerah. 
Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas 
prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota 
perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah 
terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta 
pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan wajib 
memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul 
terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk 
memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus 
Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan 
Kehormatan Daerah secara tertulis.  
Berdasarkan pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani 
oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan 
Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan 
keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan 
Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang 
bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya 
berkas permohonan, banding.  
Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak 
dapat diganggu gugat. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, 
anggota Dewan Kehormatan Pusat harus : 
a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang 
bersangkutan; 
b. Selalu menjaga yang bersangkutan; 
c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya. 
Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan 
Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus 
Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan sekali atau 
setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan 
Pusat atau atas permintaan dua Pengurus Wilayah berikut Dewan 
Kehormatan Wilayah atau atas permintaan lima Pengurus Daerah berikut 
Dewan Kehormatan Daerah. 
 
E. Sanksi Pelanggaran Kode Etik  
Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres 
Ikatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan 
kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Bagi Notaris 
yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi 
dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas 
pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, 
sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang 
melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: 
1) Teguran; 
2) Peringatan; 
3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; 
4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; 
5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 
Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang 
melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran 
yang dilakukan anggota tersebut. 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kewenangan penanganan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis 
Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Not aris 
Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan 
yang baik, karena dengan kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang 
harus dimiliki oleh seorang Notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum 
bahwa etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk 
memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat 
dengan keterlibatan penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan 
tugas yang berupa kewajiban disertai refleksi dan oleh karena itu di dalam 
melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika 
profesi yaitu : 
1) Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu 
pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah 
kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan 
sendiri; 
2) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu 
kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang memotivasi sikap dan 
tindakan; 
3) Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai 
keseluruhan; 
4) Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga 
dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka 
pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan 
seprofesi. 
Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan oleh 
karena itu notaris, di dalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak semata-
mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, namun perlu dijabat 
oleh mereka yang berahklak tinggi.31 
Pada dasarnya, kode etik notaris itu bertujuan untuk disatu pihak 
menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan dilain pihak untuk 
melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau 
otoritas profesional. Notaris seyogyanya hidup dan berperilaku baik di dalam 
menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik notaris. Mendasarkan 
pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekatm pengembanan profesi 
jabatan notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri 
dan tidak memihak.32 
                                                 
31 Wawancara dengan I Nyoman Raka, Ketua Dewan Kehormatan Pengda INI Jakarta Utara, pada 
tanggal 25 Pebruari 2011. 
32 Wawancara dengan, Ketua MPD Notaris Kota Jakarta Utara, pada tanggal 25 Pebruari 2011. 
Pelanggaran kode etik yang terjadi dan diketahui oleh Majelis 
Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Utara, 
antara lain adalah :33 
1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan 
Notaris, seperti: Akta yang ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan 
penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain, sehingga 
notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani. 
2. Penandatangan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris; 
3. Membuat akta diluar wilayah jabatannya; 
4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau dilingkungan 
kantor notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi 
ukuran yang telah ditentukan; 
5. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang 
tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien; 
6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan 
jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu; 
7. Menggunakan jasa perantara seeperi biro jasa dalam mencari klien; 
8. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada 
klien perihal selesainya; 
9. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat 
akta kepada notaris yang menahan berkasnya; 
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10. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang 
bersangkutan; 
11. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari 
notaris lain; 
12. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain. 
Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun 
prilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut 
dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik 
profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib 
ditaati oleh setiap profesional hukum  yang bersangkutan. 
1. Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Nota ris oleh Dewan 
Kehormatan  
Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh 
notaris terhadap kode etik. Fitrizki Utami dalam Disertasinya pada Uni-
versitas Hasanuddin menemukan beberapa bentuk tindakan pelanggaran 
profesi notaris antara lain meliputi klien tidak bertandatangan di hadapan 
notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam 
memberikan tindakan hukum, melaksanakan tugas di luar wilayah kerja, 
menggunakan jasa perantara dan menjelek jelekkan sesama rekan 
notaris.34 
Tercatat sepanjang tahun 2007, Majelis Pengawas Notaris (MPP) 
Pusat telah memutus dua perkara mengenai pelanggaran kode etik ini. Dua 
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perkara tersebut adalah kasus yang datang dari MPN Wilayah Riau dan 
Jawa Barat. Putusan yang diberikan oleh MPN Wilayah masing-masing 
tersebut berupa teguran tertulis dan juga pembinaan. Pelanggaran yang 
dilakukan oleh salah seorang notaris di Jawa Barat (Bekasi) tersebut 
adalah ketika pembacaan dan penandatangan Minuta Akta Pengikatan Jual 
Beli dan Akta Kuasa Jual, Notaris yang bersangkutan tidak menghadirkan 
pihak pembeli dan penjual, tidak pula dihadiri oleh dua orang saksi. 
Padahal nama-nama mereka tercantum dalam akta tersebut, namun tetap 
dibacakan dan disahkan oleh notaris yang bersangkutan. Sedangkan 
pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang notaris di Riau yakni akta 
yang berisi jual beli tanah pada halaman terakhirnya tidak disertai tanda 
tangan para pihak, saksi-saksi, dan juga notaris itu sendiri, bahkan tidak 
dibubuhi dengan stempel notaris.35 Pelanggaran etika profesi notaris juga 
terjadi dalam hal peran ganda yang dijalani oleh seorang notaris. Artinya 
notaris yang bersangkutan turut menjadi pihak dalam akta yang dibuatnya 
sendiri.36 
Wawan Setiawan menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori 
pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari 
perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:37 
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1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika 
profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan 
kegamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan 
oleh notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat 
terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan 
masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka 
hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena 
diliputi perasaan bersalah.  
Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka notaris tidak 
akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila notaris tersebut 
termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara 
melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi notaris yang 
melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan 
hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan 
profesinya.  
Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh 
masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhi dan sirna kepercayaan 
yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah 
tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya 
bukan notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan 
meletakkan jabatan serta profesinya sebagai notaris. Dengan demikian 
manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai notaris 
hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini 
sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah. 
2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan 
oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-
peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib 
ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat 
dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan 
pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan 
hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, 
sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan 
anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan 
pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi 
Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil 
kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa 
perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta 
Kode Etik Notaris.  
3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka 
penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga 
kepastian hukum terhadap profesi notaris lebih terjamin.  
Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau 
moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun 
dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala 
sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas 
diatur dalam bentuk perundang-undangan. 
 
Aturan yang termuat dalam suatu kode etik terkadang tidak 
diindahkan oleh notaris. Pengabaian kode etik notaris tentu disebabkan 
adanya pengaruh negatif baik sebagai individu dalam masyarakat maupun 
dalam hubungan kerja dalam organisasi profesi. Secara internal yakni 
dalam diri individu notaris itu sendiri mungkin dikarenakan sifat 
manusiawinya, misalnya sifat konsumerisme atau nilai salary yang 
diperoleh dalam menjalankan profesi sebagai notaris. Sedangkan faktor 
eksternal mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi notaris. 
Berikut ini dikemukakan mengenai alasan-alasan mendasar mengapa 
notaris cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik notaris. 
Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat empat alasan mendasar 
mengapa profesional, termasuk notaris, mengabaikan kode etik. Alasan-
alasan tersebut meliputi: pengaruh sifat kekeluargaan; pengaruh jabatan; 
pengaruh konsumerisme; dan karena lemah iman.38 Sedangkan I Gede 
A.B. Wiranata menginventarisir delapan faktor yang mempengaruhi 
merosotnya moralitas profesi hukum yang meliputi: penyalahgunaan 
profesi; profesi menjadi kegiatan bisnis; kurangnya kesadaran dan 
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kepedulian sosial; kontinuasi sistem peradilan; pengaruh jabatan; gaya 
hidup konsumerisme; faktor keimanan dan pengaruh sifat kekeluargaan.39 
Menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan, 
bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan 
tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. 
Dengan demikian, Majelis Pengawas, menggunakan Kode Etik yang telah 
dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai bahan pengawasan 
terhadap Notaris. Majelis Pengawas akan mengambil tindakan bila ada 
pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku Notaris yang menyimpang.  
Kode etik hendaknya disusun tidak hanya bersumber dari atas 
(pemerintah) tetapi lebih bersumber dari hati nurani para Notaris itu sendiri, 
sehingga pelaksanaan kode etik lebih dijiwai oleh semangat para Notaris itu 
sendiri serta dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, 
misalnya saja ada satu ketentuan dalam kewajiban kode etik yang 
mengharuskan Notaris untuk selalu aktif mengikuti kegiatan Ikatan Notaris 
Indonesia dan bila tidak dapat aktif maka dianggap sebagai pelanggaran 
kode etik, hal ini sangat tidak aspiratif.40 
Meskipun kode etik relatif artinya tapi kalau Notaris beritikad baik, 
pasti tidak akan mengabstraksikan lebih dalam kode etik tersebut melainkan 
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justru mengkongkritkan kode etik tersebut dalam kehidupannya sehingga 
tidak  merugikan teman sejawat. Sebagai pengemban amanat dan 
kepercayaan masyarakat, Notaris sebagai pejabat umum sudah seharusnya 
mendapat perlindungan hukum  dalam menjalankan jabatannya. Notaris 
yang diduga melakukan pelanggaran kode etik harus didengar 
keterangannya terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk membela diri 
sebelum Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan usul pemberhentian 
sementara kepada Pengurus Pusat. 41  
Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 
Kehormatan Pusat harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi 
martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana 
kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang 
Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hendaknya diberikan 
advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung 
tinggi asas praduga tak bersalah.42 
Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam 
perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi 
notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi 
profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan notaris akan 
berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan 
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3.    
yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaanya tidak hanya akan 
merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi 
profesi, masyarakat dan negara.  
Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur 
dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara 
hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui 
kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi 
logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada 
pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang 
diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan 
perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, 
karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan 
hilang.  
2. Kewenangan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Nota ris Oleh Majelis 
Pengawas Notaris 
Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan 
sanksi terhadap notaris. sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga 
disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dengan pengaturan 
seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak  disebutkan dalam UUJN tapi 
ternyata diatur atau disebutkan juga dalam  keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu : 
a. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran 
lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam keputusan menteri angka 2 
butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan 
sanksi sebagaimana yang tersebut dalam 85 UUJN. Adanya pembedaan 
pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan 
sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan Pasal 73 
ayat 1 huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak berwenang selain dar i 
menjatuhkan dari menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran secara 
tertulis; 
b. Mengenai Wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam 
Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP 
mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sank si yang tersebut 
dalam Pasal 84 UUJN . Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang 
dalam pelaksanaannya tidak memerlukan MPP untuk melaksanakannya 
dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata.  
Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada 
proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada 
putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaris 
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau 
batal demi hukum.   
Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk 
melaksanakan Pasal 84 UUJN telah menyimpang dari esensi suatu sanksi 
perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-
PW.07.10 Tahun 2004 seperti itu tidak perlu untuk dilaksanakan. Pada 
dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk 
menjatuhkan sanksi, yaitu :   
a. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun.  
Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari 
masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang 
untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan 
notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhakan sanksi 
apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil 
sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada 
pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas 
Pusat, dan organisasi notaris;  
b. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis  MPW hanya 
dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan 
sanksi seperti ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan pemberian 
sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa 
pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) Bulan, 
atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris.   
Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat 
final tidak  dpat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap 
awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi 
yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya. 
c. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas.   
Ketentuan Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang 
menjatuhkan sanksi pembehentian sementara. Sanksi seperti ini 
merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum 
dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian dengan tidak 
hormat dari jabatan notaris atau pemberhentian dengan hormat dari 
jabatan notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang 
untuk mengusulkan :   
Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari 
jabatannya kepada menteri (Pasal 77 huruf d UUJN);  Pemberian sanksi 
berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan 
tertentu (Pasal 12 UUJN). Dengan demikian pengaturan sanksi yang 
terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran 
tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW.  Sanksi berupa 
pemberhentian sementara dari jabatan notaris hanya dapat dijatuhkan 
oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari 
jabatan notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris 
hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP.  
Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari 
jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan 
yang memberhentikannya harus instansi yang sama, yaitu Menteri. Namun 
terhadap pengawas yang khusus diangkat dari Organisasi Notaris, timbul 
suatu pertanyaan dalam kalangan Notaris sendiri, apabila 
merekamelakukan pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka dalam  
menjalankan tugas dan jabatannya?   UUJNs dan Keputusan serta 
peraturan Menteri tidak ada mengatur mengenal hal tersebut di atas, namun 
untuk memberikan jawaban atas hal di atas ada 2 (dua) alternatif yang 
harus dilakukan, yaitu : 
a. Dilakukan pengawasan berjenjang untuk Notaris yang menjadi anggota 
Majelis Pengawas, artinya anggota Majelis Pengawas Daerah yang 
berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas 
Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas wilayah yang berasal dari 
Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, dan 
anggota Majelis pengawas pusat yang berasal dari Notaris akan diawasi 
dan diperiksa oleh Menteri; 
b. Mengundurkan diri untuk diganti oleh Notaris lain. Dengan demikian 
akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi 
akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M. 
02.PR.08.10 Tahun 2004.  
Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota Majelis 
Pengawas  yang berasal dari Notaris memperoleh hak-hak istimewa dan 
luput dari pengawasan dan pemeriksaan.43 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan 
Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris telah berisi atau materi Undang-
undang, bahkan dapat dikategorikan bertentangan dengan undang-undang, 
contohnya adanya pembatasan waktu untuk MPD, jika Majelis Pengawas 
Daerah (MPD) tidak memberikan jawaban atas permohonan Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, 
maka MPD dianggap menyetujui (lihat Pasal 6 dan 12), hal ini berarti, 
Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan upaya paksa 
terhadap Notaris yang bersangkutan. Kemudian dalam Peraturan Menteri 
Hukum tersebut ada kontruksi hukum yang salah, yaitu :  
a. seakan-akan atau diduga Notaris (selalu) bersama-sama dengan para 
penghadap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan 
Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris (Pasal 3 dan 9); 
b. Notaris telah menjadi subjek terperiksa dalam perkara pidana. . Padahal 
menurut Pasal 38 ayat (3) huruf c, menegaskan bahwa isi akta yang 
merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang 
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berkepentingan, sehingga jika isi suatu akta menurut para penghadap 
atau pihak lain bermasalah, maka para pihak tersebut yang harus 
membatalkannya dengan akta Notaris lagi atau gugatan ke pengadilan, 
bukan dengan cara menempatkan Notaris seperti itu. 
Peraturan Menteri tersebut dapat pula pula dilihat dari perspektif 
Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 dalam Pasal 6 ayat (2), bahwa asas 
yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain harus 
diperhatikan, jangan sampai terjadi bertentangan, dalam hal ini asas 
pembuktian yang dilanggar, yaitu telah menempatkan akta Notaris sebagai 
bukti materil atas suatu tindak pidana, artinya, terjadinya suatu tindak pidana 
sebagai akibat adanya akta Notaris, hal ini sama saja, dengan kontruksi 
hukum, bahwa akta Notaris dibuat untuk melakukan suatu tindak  pidana, 
bahwa seharusnya akta Notaris ditempatkan sebagai bukti formal, artinya 
jika suatu akta dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, bukan karena 
has il kerjasama antara Notaris dengan para pihak, jika hal tersebut terjadi 
harus dibuktikan terlebih dahulu.   
Peraturan Menteri tersebut dapat dinilai juga sebagai suatu 
penafsiran terhadap ketentuan Pasal 66 UUJN, Peraturan Menteri tersebut 
disatu sisi dapat merupakan ketentuan yang secara tidak langsung dapat 
melindungi Notaris melalui MPD, tapi disisi yang lain dapat menjerumuskan 
Notaris ke hotel prodeo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
Peraturan Menteri tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 66 UUJN tidak 
diperintahkan oleh UUJN, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat 
(4) Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 dan secara muatan atau materi 
telah melebihi muatan atau materi undang-undang yang seharusnya materi 
seperti itu termuat paling tidak dalam bentuk undang-undang.   
Sebagaimana telah dimengetahui bahwa MPD terdiri dari 3 (tiga) 
unsur, yaitu : (1). Notaris, (2) Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum 
dan HAM   setempat, dan (3). Akademisi dari fakultas hukum. Bahwa dari 
ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, 
yaitu mengenai apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa 
Notaris untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN.  Batasan 
pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1). 
Lahiriah, (2). Formal dan (3). Materil.   
Aspek lahiriah yang berarti akta Notaris harus secara fisik harus 
dilihat apa adanya, dan aspek formal mengenai mekanisme/prosedur 
pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materil yang berarti tugas 
Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk  
akta Notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 
dan tidak dapat diimplementasikanhya sebuah akta Notaris bukan 
kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya 
akta Notaris bukan hasil konspirasi Notaris dengan para penghadap dengan 
maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak  lainnya.   
Batasan tersebut harus dijadikan tolok ukur oleh MPD, kalau anggota 
MPD yang berasal dari unsur Notaris sudah pasti mengetahui dan 
memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPD Daerah yang 
bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut, oleh karena 
itu jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan 
tersebut, maka para Notaris sangat rentan untuk selalu menuju jalan ke 
penjara, dan jika terjadi permasalahan dianggap turut serta atau membantu 
melakukan suatu tindak pidana. Agar ada pemahaman yang sama 
mengenai batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu diadakan 
Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus 
dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI).44 Meskipun dalam hal 
ini MPD bukan kepanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris  dan tidak 
bertujuan untuk melindungi Notaris, tapi dalam hal ini sangat wajar jika para 
Notaris sebagai anggota dari Organisasai Jabatan Notaris  mendapat 
perlindungan yang memadai dari organisasinya. Dengan cara memberikan 
pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan Notaris 
sebagaimana tersebut di atas.   
Dalam hal ini Notaris dapat melindungi dirinya sendiri ketika 
diloloskan oleh MPD sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN. 
Dengan sebuah pertanyaan : ketika seorang Notaris diizinkan oleh MPD 
untuk memenuhi panggilan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, 
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padahal Notaris merasa ketiga aspek dari akta Notaris sebagaimana 
tersebut di atas telah dipenuhinya atau tidak dilanggar, adakah upaya 
hukum Notaris untuk sementara waktu menunda untuk tidak memenuhi izin 
atau panggilan tersebut ?. Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh 
Majelis Pengawas, Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai 
pelapor yang melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi 
wewenang untuk mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan 
serta menerima bukti-bukti dari Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris 
sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris).  
Ketentuan Pasal 70 huruf a UUJN memberi wewenang kepada MPD 
menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggar 
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.  MPD 
juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada MPW dan 
MPP, sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 UUJN, yaitu Untuk 
kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim 
dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: 
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam  
penyimpanan Notaris.   
Pada dasarnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 
67 ayat (1) UUJN) dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis 
Pengawas yang dibentuk oleh Menteri (Pasal 67 ayat (2) UUJN). 
Menempatkan kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas 
pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas  dari 
Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan 
pemerintahan.   
Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus 
yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut 
dalam Pasal 66 UUJN, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris 
sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk 
mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada 
minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga 
pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau 
dalam protokol Notaris yang ber ada dalam penyimpanan Notaris. 45  
Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk Surat 
Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan 
penyidik, penuntut umum atau hakim.Ketika UUJN diundangkan, para 
Notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional kepada para Notaris 
ketika dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, setidaknya atau 
salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme-
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implementasi Pasal 66 UUJN yang dilakukan MPD, juga setidaknya ada 
pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika MPD 
memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan), tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para 
anggota MPD yang terdiri unsur-unsur yang berbeda, yaitu : 3 (tiga) orang 
Notaris, 3 (tiga) orang akademis dan 3 (tiga) orang birokrat (Pasal 67 ayat 
(3) UUJN, yang berangkat dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak 
ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.  
Apakah objek pemeriksaan MPD, berkaitan dengan Notaris (orang 
yang melaksanakan Jabatan Notaris) atau akta Notaris ? Dalam 
pemeriksaan MPD tidak bisa membedakan antara Notaris sebagai objek 
dan akta sebagai objek. Jika MPD menempatkan Notaris sebagai objek, 
maka MPD berarti akan memeriksa tindakan atau perbuatan Notaris dalam  
menjalankan tugas jabatannya, yang pada akhirnya akan menggiring 
Notaris pada kualifikasi turut serta atau membantu terjadinya suatu tindak 
pidana.   
Sudah tentu tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan, karena suatu 
hal yang sangat menyimpang bagi Notaris dalam menjalankan tugas 
jabatannya untuk turut serta atau membantu melakukan atau menyarankan 
dalam akta untuk terjadinya suatu tindak pidana dengan para 
pihak/penghadap. Dalam kaitan ini tidak ada aturan hukum yang 
membenarkan MPD mengambil tindakan dan kesimpulan yang dapat 
mengkualifikasikan Notaris turut serta atau membantu melakukan suatu 
tindak pidana bersama-sama para pihak /penghadap. MPD bukan instansi 
pemutus untuk menentukan Notaris dalam kualifikasi seperti itu.   
Dalam tataran aturan hukum yang benar bahwa MPD harus  
menempatkan akta Notaris sebagai objek, karena Notaris dalam 
menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, 
berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup 
hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai 
berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, dan jika 
terbukti ada pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sebagaimana yang 
tersebut dalam Pasal 84 dan 85 UUJN.Dengan demikian bukan wewenang 
MPD jika dalam melakukan tugasnya mencari unsur-unsur (pidana) untuk  
menggiring Notaris dengan kualifikasi turut serta atau membantu melakukan 
suatu tindakan atau perbuatan pidana.   
Batasan MPD dalam melakukan pemeriksaan, yaitu dengan objeknya 
akta Notaris.  Menempatkan akta sebagai objek, maka batasan MPD dalam 
melakukan pemeriksaan akan berkisar pada :   
a. Kekuatan Pembuktian Llahiriah akta Notaris. 
 Dalam memeriksa aspek lahiriah dari akta Notaris, maka MPD harus 
dapat membuktikan otensitas akta Notaris tersebut. MPD harus 
melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek lahiriah dari 
akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, maka akta 
tersebut harus dilihat “apa adanya”, bukan dilihat “ada apa”. 
b. Kekuatan Pembuktian Formal Akta Notaris 
Dalam hal ini MPD harus dapat membuktikan ketidakbenaran apa yang 
dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat 
membuktikan ketidak benaran pernyataan atau keterangan para pihak 
yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris. Dengan kata lain MPD 
tetap harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek 
formal dari akta Notaris. Jika MPD tidak mampu untuk membuktikannya, 
maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun termasuk oleh MPD 
sendiri. 
c. Kekuatan Pembuktian Materil Aakta Notaris 
Dalam kaitan ini MPD harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak 
menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta 
pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) 
menjadi tidak berkata benar. MPD harus melakukan pembuktian terbalik 
untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Jika MPD tidak 
mampu untuk membuktikannya, maka tersebut akta tersebut benar 
adanya.   
Dengan demikian aspek mana yang akan dibuktikan secara terbalik oleh 
MPD ketika memeriksa Notaris ? Maka MPD dibebani pembuktian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, 148 Rv), 
sebelum memutuskan apakah Notaris yang diperiksa tersebut telah 
melanggar salah satu atau ketiga aspek tersebut.   
Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris 
sebagai alat bukti. Sehingga siapapun (hakim, jaksa, kepolisian, bahkan 
Notaris dan MPD sendiri) terikat untuk menerima akta Notaris “apa adanya”, 
dan siapapun tidak dapat menafsirkan lain atau menambahkan/meminta alat 
bukti lain untuk menunjang akta Notaris, sebab jika akta Notaris tidak dinilai 
sebagai alat bukti y ang sempurna, akan menjadi tidak ada gunanya 
undang-undang menunjuk Notaris sebagai Pejabat Umum untuk membuat 
akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, jika ternyata siapapun saja 
dengan semaunya dan seenaknya atau tanpa dasar hukum yang jelas 
mengenyampingkan akta Notaris  sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh 
karena itu jika ada sesama Notaris saling menyalahkan atau menjelekkan 
akta yang dibuat oleh Notaris lainnya, hal ini menujukkan bahwa Notaris 
yang bersangkutan tidak  mengerti makna akta Notaris sebagai alat bukti 
yang sempurna.   
Apabila anggota MPD yang berasal dari Notaris memahami dengan 
benar pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai UUJN, maka akan 
mengerti untuk menempatkan fokus pemeriksaan Notaris dengan objek  
pada akta Notaris. Jika anggota MPD yang berasal dari Notaris memahami 
dengan benar lembaga kenotariatan sudah pasti akan tetap menjaga 
jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan.  
Untuk mengerti dan memahami dunia Notaris, para Notaris 
sebelumnya harus menimba ilmu kenotariatan kurang lebih selama 1 (satu) 
tahun, sehingga anggota MPD yang bukan dari Notaris untuk dapat 
memahami dunia Notaris, juga terlebih dahulu untuk menimba ilmu dunia 
Notaris secara komprensip. Jika ini dapat dilakukan maka akan ada 
persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.  
  
B. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehorma tan dan Majelis 
Pengawas Notaris dapat mengikat terhadap Notaris ya ng melanggar kode 
etik di Jakarta Utara. 
Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada 
setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.  Dewan 
Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang 
Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat 
menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah 
menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar 
biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku,   berdedikasi  tinggi, berjasa dan 
loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah 
dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi notaris dan mantan 
notaris. Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa 
jabatan anggota Pengurus Daerah.   
Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di 
dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk 
memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta 
pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. 
Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan 
Daerah berwenang untuk :  
1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya 
dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) 
kepada Pengurus Daerah; 
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara 
langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan 
pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik 
atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi; 
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, 
Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan 
Dewan Kehormatan Pusat;  
4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah 
dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing)  
anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.   
Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas 
prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari 
seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang 
meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etilk, setelah 
menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima 
pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan 
apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan 
kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.46  
Berdasarkan pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh 
anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan 
Kehormatan Daerah. Dewan Keharmatan Daerah diwajibkan untuk 
memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan 
diajukan.   
Setelah permohonan bandingnya diterima, selambat- lambatnya dalam 
waktu tujuh hari kerja Dewan Kehormatan Wilayah memanggil anggota yang 
naik banding, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan membela 
diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah dan dalam waktu tiga puluh hari 
kerja, Dewan Kehormatan Wilayah memberi putusan dalam tingkat banding 
melalui sidangnya, walaupun anggota yang dipanggil tidak datang Dewan 
Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang 
ditentukan.   
Dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah 
menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut, maka anggota yang minta 
banding berhak menerima putusannya dan Dewan Kehormatan Wilayah wajib 
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mengirim tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus 
Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 
Pusat.   
Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara 
(schorsing) atau pemecatan (onzetting) yang dilakukan oleh Dewan 
Kehormatan Wilay ah dapat diajukan/ dimohonkan pemeriksaan pada tingkat 
terakhir oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, 
kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya wajib disampaikan 
kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan 
Pengurus Daerah.   
Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dalam  
waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan 
penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat 
memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, untuk didengar 
keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan 
Kehormatan Pusat dan dalam waktu tiga puluh hari kerja melalui sidangnya 
Dewan Kehormatan Pusat memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat 
terakhir, dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, pengurus 
cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus  Pusat, semuanya dalam waktu tujuh 
hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan 
atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut, walaupun anggota yang dipanggil 
tidak datang dan tidak  memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat 
tercatat.  
Apabila kongres memutuskan anggota yang diberhentikan sementara itu 
tidak bersalah, maka anggota yang bersangkutan sejak saat keputusan 
tersebut kembali menjadi anggota perkumpulan dan Pengurus Pusat wajib 
untuk mengambil tindakan dalam rangka merehabilitasi anggota itu dalam 
jangka waktu 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal kongres berakhir.  
Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan 
Kehormatan Daerah harus : 
1. Tetap manghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;  
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;  
3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.  
Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan 
berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan 
atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada 
pelanggarnya, sanksi yang dikenakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi akan 
tetapi hanya menjadi isu tersebut antara lain: terdapat Notaris yang dalam 
membuat akta, tidak membacakan dan menyaksikan penandatanganan akta 
tersebut dihadapannya sebagai Notaris yang bersangkutan, melainkan 
dihadapan karyawan kantor Notaris tersebut. Pelanggaran demikian sering 
terjadi dalam hal Notaris yang melakukan keda sama dengan Bank dalam 
pembuatan akta-akta perjanjian kredit. Notaris yang demikian biasanya 
menawarkan jasa dengan honorarium yang jauh dibawah standar. 47 
Ketentuan mengenai pembacaan dan penandatanganan akta 
diwajibkan dilakukan bersama-sama oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. 
Ini penting agar para pihak memahami isi akta, dan untuk menjamin ke-
otentikan sebuah akta, karena akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani 
dahadapan Notaris, maka kekuatannya menjadi akta dibawah tangan. Hal 
diatas tidak hanya merupakan pelanggaran Kode Etik, tetapi juga merupakan 
pelanggaran jabatan yang diatur dalam UndangUndang Jabatan Notaris.  
Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris Daerah Jakarta 
Utara, terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, hanya 
teguran secara lisan bukan tertulis. Tindakan yang pernah dilakukan oleh 
Majelis Kehormatan. Notaris hanya sebatas mempertanyakan hal tersebut 
kepada Notaris yang bersangkutan dan pemberian teguran secara lisan.  
Dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), pada Januari 2005 di 
Bandung, ditetapkan Kode Etik Notaris yang didasarkan pada Undang-Undang 
Jabatan Notaris, sehingga ada sanksi yang jelas bila terjadi pelanggaran Kode 
Etik yang berupa: 
1) Teguran; 
2) Peringatan; 
3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; 
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4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; 
5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 
Pemberian sanksi berupa teguran secara lisan lebih dimaksudkan 
kepada proses pembinaan kepada Notaris, sehingga Notaris yang 
bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran kode etik dikemudian hari. Dalam 
kasus-kasus pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kota 
Jakarta Utara tidak serta merta memberikan sanksi berupa peringatan tertulis 
schorsing maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan 
Perkurnpulan. 
Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh Notaris dalam 
menjalankan jabatannya oleh Majelis Kehormatan Daerah Notaris, menurut 
penulis memiliki kelemahan, oleh karena tidak mempengaruhi status Notaris 
dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sanksi tertinggi yang diberikan atas 
suatu pelanggaran, adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari 
perkumpulan.  
Sanksi ini tidak mempengaruhi Notaris, karena dengan diberhentikan 
dari perkumpulan, maka ia tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap 
Ikatan Notaris Indonesia (INI), tetapi Notaris tersebut dapat tetap berpraktek, 
karena ijin praktek Notarisnya tidak dicabut. Hal ini berbeda dengan profesi, 
lainnya seperti dokter, bila Dokter melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi, 
maka ijin prakteknya akan dipertimbangkan, bahkan bila pelanggarannya 
terlalu berat, dimungkinkan untuk mencabut ijin praktek.  
Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan 
sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Kehormatan 
Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui 
Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan 
di bawah  ini :  
1. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap 
ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan 
keputusan yang sah dari perkumpulan; 
2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan 
nama baik perkumpulan; 
3. Menyalah gunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.   
Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan 
kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat 
untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan.  
Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan 
pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut 
dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan 
Notaris, majelis pengawas Pusat, majelis pengawas Wilayah dan majelis 
pengawas daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus 
Pusat perlu mendapat laporan.  Namun sanksi pemecatan yang diberikan 
terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa 
pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan 
Notaris Indonesia, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti 
melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta 
dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian 
sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak 
berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran 
kode etik, misalnya seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik 
berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan 
anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu 
menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan 
oleh pihak lain.48  
Selanjutnya Notaris tersebut dijatuhi sanksi berupa pemberhentian 
dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris 
tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai 
Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris 
tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang 
untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari 
Majelis Pengawas.   
Berikut ini adalah alur proses pemberhentian notaris terkait dengan 
pelanggaran yang dilakukannya : 
 
 
                                                 




















3) Schorsing (pemecatan sementara) dari 
keanggotaan Perkumpulan; 
4) Onzetting (pemecatan) dari 
keanggotaan Perkumpulan; 
5) Pemberhentian dengan tidak hormat 











MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil 
sidang dan pemeriksaannya 
MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa 
sanksi teguran lisan atau tertulis, dan bersifat final. 
MPP berwenang menjatuhkan sanksi pembehentian sementara. 
Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka 
waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti 
sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris 
atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris. 
sanksi pemberhentian dengan tidak 
hormat dari jabatan notaris serta 
pemberhentian dengan hormat dari 
jabatan notaris hanya dapat dilakukan 
oleh Menteri atas usulan dari MPP.  
 
Skema 
Proses Pemberhentian Notaris 
 
Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, Notaris 
sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum  
dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran 
kode etik harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan diberi kesempatan 
untuk membela diri sebelum Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan usul 
pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat. 
Apabila kondisi seperti ini dapat diterapkan bagi Notaris, maka Kode 
Etik akan berfungsi baik dan benar-benar menjadi "pagar" bagi Notaris untuk 
berperilaku profesional, sehingga keberadaan Kode Etik tidak lagi ambivalen 
tetapi jelas dan eksis, mempunyai daya guna dalarn menaungi Notaris. Untuk 
mengatasi hal tersebut menurut penulis setiap pelanggaran Kode Etik yang 
dilakukan oleh notaris harus diberikan sanksi yang tegas oleh Dewan 
Kehormatan Daerah dan harus terdapat mekanisme pengawasan yang baik 
dari pelaksanan sanksi tersebut. Untuk pelanggaran, kode etik yang juga, 
dapat dikategorikan pelanggaran terhadap jabatan notaris maka Dewan 
Kehormatan Daerah Notaris seharusnya meneruskan kasus-kasus tersebut 
kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.  
Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN. Hubungan pertama 
terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya 
berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan 
kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan 
tanggungjawabnya sebagai notaris. Kode etik profesi notaris ditetapkan dan 
ditegakkan oleh organisasi notaris. 
Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan UUJN memberikan 
arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaris menghendaki 
agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain 
harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus 
bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi 
(Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya 
hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat 
jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari 














A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Batasan kewenangan penanganan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis 
Pengawas Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Notaris merupakan 
amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan 
(2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris 
dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis 
pengawas, yang bersifat preventif dan kuratif lagi. Sedangkan untuk 
pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan 
dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris.   
2. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan dan Majelis 
Pengawas Notaris dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode 
etik di Jakarta Utara berupa : a) Teguran; b) Peringatan; c) Schorsing 
(pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; d) Onzetting 
(pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; dan e) Pemberhentian 
dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 
Pemberian sanksi berupa teguran secara lisan lebih dimaksudkan kepada 
proses pembinaan kepada Notaris, sehingga Notaris yang bersangkutan 
tidak mengulangi pelanggaran kode etik dikemudian hari. Dalam kasus-
kasus pelanggaran kode etik Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kota 
Jakarta Utara tidak serta merta memberikan sanksi berupa peringatan 
tertulis schorsing maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari 
keanggotaan Perkurnpulan. Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kode 
etik oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Kehormatan 
Daerah Notaris karena tidak mempengaruhi status Notaris dalam 
melaksanakan tugas jabatannya. Sanksi tertinggi yang diberikan atas suatu 
pelanggaran, adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari 
perkumpulan.  
 
B. Saran  
1. Hendaknya Majelis Pengawas yang mengawasi Notaris dalam menjalankan 
tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan 
mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik 
dan juga memiliki integritas moral yang tinggi. 
2. Hendaknya pengurus organisasi INI lebih intensif dalam mengadakan 
pertemuan dengan melibatkan unsur MPD guna membahas masalah-
masalah seputar pelaksanaan jabatan notaris khususnya yang berkaitan 
dengan kode etik dan undang-undang, sehingga para notaris lebih 
memahami dan mengerti tentang tugas jabatannya berkaitan dengan kode 
etik dan undang-undang. Selain itu juga untuk mempererat hubungan antar 
sesama notaris. 
3. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh 
perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres 
Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi 
serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua 
orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris. Untuk itu 
diharapkan notaris senantiasa dalam menjalankan jabatannya tetap 
berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
mentaati kode etik notaris yang telah disepakati bersama, hal ini sangat 
penting untuk menghindari pelanggaran kode etik. Untuk lebih memberikan 
penekanan terhadap sanksi menurut penulis diperlukan ketegasan dan 
pengawasan dari Majelis Kehoramatan Notaris terhadap sanksi yang 
dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar. 
4. Suatu upaya represif lainnya adalah dengan meneruskan kasus-kasus 
pelanggaran kode etik kepada Majelis Pengawas Notaris untuk dapat 
ditindak lanjuti apabila hal tersebut melanggar Undang-Undang Jabatan 
Notaris, mengingat sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris 
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